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A. Latar Belakang Ms‘l_salali‘

Te

rjadinya krisis ekonomi memberikan kesadaran yang harus dibayar

mahal 0l¢h pemerintahan Orde Baru bahwa strategi pembangunan itu tidaklah

tepat. Timbul kesadaran bahwa seclama ini, kita men_gabaikan banyaknya

potensi lo

kal yang kurang dimanfaatkan dan dioptimalkan scbagai bagian

sumber ‘daya dalam pembangunan masyarakat. Harus disadari bahwa

pluralitas

sistem sosial budaya dan kearifan nilai-nilai lokal merupakart

sumber daya dan modal sosial yang jika dimobilisasi dengan tepat dapat

memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan nasional.

bisa meni

Presiden RI menginginkan produksi pangan di masing-masing daerah

gkat 5% pada tiap tahun sejak tahun ini, sehingga dalam waktu ke

depan bisa tercipta kembali swasembada pangan. Kemudian gubernur se-

Indonesia

daerahnya

mengagendakan untuk bisa mengurangi jumlah penduduk di

yang mengalami kelaparan sekurang-kurangnya 1% tiap tahun.

aya~itu—bisa terlaksana-bila diikuti dengati terciptaniya Ketahanan ~

pangan dilmasing - masing dacrahnya. *

Kebutuhan pangan memang rumit urusannya, karena masalah akan

. tetap dirasakan oleh masyarakat walau pun yang memiliki kemampuan daya

beli, yaitu

manakala pangan yang bisa dibelinya itu tidak tersedia, sebaliknya
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bagi masyarakat miskin, walaupun pangan tersedia bisa menjadi masalah juga,

karena tidak mampu membelinya, terlebih bila pangannya memang tidak ada

pula. Sptllingga yang diperlukan adalah ketersediaan pangan bagi masyarakat
s S '

éekafigills

adanya K

i

terjangkau untuk mendag_:atkannya.

Melihat kompleksnya beragam persoalan ketahanan pangan dengan

onsistensi serta komitmen pembangunan yang berpihak ke rakyat

maka kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan ke depan dapat tercapai

1
1

dengan, terpenuhinya dua landasan pokok yaitu Ketersediaan pangan serta

s masyarakat terhadap bahan pangan tersebut.

aksesib_ili

Terlebih sekarang dengan adanya otonorni daerah, pemerintah

kabupaten‘kota mempunyai kewenangan lebih besar dalam mengatur

daerahnya, termasuk dalam sektor pertanian/pangan. Untuk ketahanan pangan,

misalnya,

daerah dimungkinkan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai

dengan [:lx':rtimbangan lokal. Dalam hal ini, daerah dapat merencanakan
|

pengembangan ketahanan pangan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal

yang berakar dalam masyarakat, termasuk dalam pengembangan komoditas

unggulan,

--baik di pasar lokal maupunglobal— - —

,| sehingga mempunyai keunggulan kompetitif ataupun-komparatif,

Mﬁsalah ketahanan pangan secara nasional tidak bernenu paaa se-..
suplai terpenuhi, namun periu diusut lebih lanjut untuk mengetahui
no{*a distribusi dan tingkat konsumsi hingga ke level rumah tangga.
Kasus kekurangan gizi, gizi buruk dan busung lapar di tengah
tcrcukupmya pangan secara nasional menggambarkan tidak meratanya

distri

busi dan akses olch seluruh lapisan masyarakat.*
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;Iéabupaten Gunungklduf dld(]mlllaSl lahan kermg yaltu 140.722 ha
R i

| menempati urutan perfama, sedangkan sawahnya seluas T 635 ha berada pada

llrl.ltan k.cmpat dari empat Kabupaten di Dacrah Istlmcwa Yngyakarta '

l

Bucllday& fapamian pad1 gogo dan palawija pada. lahan kermg akan-

i

membelril;an sumbangan terbadap kemhanan pangan, karena d1 Kabupaten
Gunung Kidul memiliki lahan kering lebih luas dibandingkan dengan lahan
sa_lwah'. '

i.'fu_]uan umum pemba.ngunan pertanian di Kabupaten Gunungkiduf

adalah mbnmgkatkﬂn kesejahteraan dan taraf hldl.lp masyarakat petani-nelayan

melalul penmgkatan dan pemanfapan produksi pertanian. untuk mendukung:
ketahanan pangan, peningkatan produksi pertanian untuk mendulcuug

'kctahanan pangan, peningkatan produksn pertanian yang berdaya saing tinggi

{

untuk kegatau usaha -tani melalm konservasi lanah dan air, meringkatkan
lapangan ket]a di sektor pertanian dengan produktmtas tinggi dan
kesempatan berusaha produktif. Meningkatkan kemandirian berindustrialisasi -
yang berhasm pr:desaan Program utama pemman dibagi dalam dua program -

- - besar, <ya1tu Program Penmgkatm Ketahanan Pangan “dan” Progmm

-Pemngkatan Agnblsnis

Kabupaten Gunungkidul produk51 pertaniannya sebagian besar
mengaqda_lkm curah’ hujan yang akan berpengarith terhada_p pola bercocok

tanam. quaditas pertanian di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah
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B.. Pergn;hsan-Masnlah _
1. Bagalmanakah peran keanfan lokal dalam ketahanan paugan d1 Kabupatenu

|
Gunungkldul?

2, Apa 1aktor penghambat dan pmdukung pelaksanaan perall keanfan Iokal'

1 |
dalam ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul?

C Tlullan Penelltlan
1L Untuk mengetahm dan mengka_u peran keanfan lokal dalam ketahanan
pangan di Kabupaten Gunung deul
3 Untul-:
p‘ aksanaan peran keanfan lokal dalam ketahanan pangan di Kabupaten
‘:lmgkldul

G
|
'-D;’Mgnfgit":ﬁenenﬁan

1".. Manfaat teoritis—
Untuk membenkan sumbémgan kepada ﬂmu pengetahuan hukum

.|nya Hukum Administrasi Ncgara
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menemukan faktor yang mcnghambat dan mcnduklmg- ‘
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; _I'\;feml)enkdn sumbang saran bag; Pemermta.h Kabupaten Gummg Kldul -

,- ddlam mewmudkan ketahanan pangan\

. Tinjg_uain Pustaka

Iszgan merupakan kﬁ;podita_s penting dan strategis bagi bangsa
I'Indonesiia_é mlenginga_t pangan s;dalah kebutuhan dasar ﬁmnusia yang harus
clij:o¢311ul1llil ioleh pemerintah dan masyarakat sccara bersama-sama seperti
dlamanat]can oleh Undang Undang Nomor 7 tahun- 1996 tentang: Fangan,
Dalam JUIIJ tersebut dlsehutlcan Plﬁlzll‘lﬂl‘i?‘ltah menyelenégarak;iri‘ pengat'uranl,-

pembmaan, pengendalian  dan pengawasan, sementara masyarakat'

_menyelenggarakan proscs produk51 dan’ penyedlaan, perdagangan, dlstnbum

scrta ber]pcra.n sebagm konsumen yang berhak mcﬁperolch'f‘pangan yang:'”
cukup dalam junilah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan
tetjang_kau oleh daya beli mcreka_

Pgraturan Pcmcnntah Nomor 68 Tahurn 2002 tentang Kctahanan
Pang_an.se bagal peratumn pe[aksanaan UU Nomor 7 Tahun 1996 menegaskan

bahwa untuk ‘memenuhi kebumhau konsmnm yzmg—terus bcrkembang dari- ;—_“”'_ 7

_ waktu ke waktu upaya --penyédla'an pangan dﬂakukan dengan

mengembangkan snstem produkm pangan yang berbasis pada. sumber daya,

kelcmbagaan, dan budaya lokal meugemhangkan eﬁsnm31 sistem. nsaha

pangan, mngembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarand
[ :
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dan praisarana pmduks1 pangarh dan mempcﬁahankan dan‘mengembangkan

tabiin pi pro fodukdtit,

i[): ‘PP tersebut | _]uga dlsebutkan dalam rangka pememtaan_ ketersedlaan
i) ¥ '
lkc seluruh w1layah d1IaEukan dlst:nhusn pangan, meialhi‘ upaya:
L

pangan

]
kcamanar,‘ muty dan gizi pangan serta menj amm kcamanan dlSttlbuSl pangan.

X
Dysampmg itu, untuk memngkaikan k_etahanan paug_:m dilakukan
R o '

diversiﬁlb&si pangan dengan meiﬁpeﬂiatikan sumbé:rdaya, kelembagaan dan

budé.ya lcrkal melalui peaingkatan tekmlogl pengolahin dan produk pangan

dan 'penmgka,tan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsn anekamgmn

pangan dmgan gizi selmbang

Pemturan Pemierintah tentang Ketahanan Pangan ; 128

-’:menggansbawahl untuk’ mewujudkan ketahanan pangan dllakukan

pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pclatihan
di bldang’ pangan, penycbarluasan ilmu pengetahuan dan teknologl dl bldang\

pangan dan penyuluhan di bldang pangan Di sa.mping itu, keljasama

'mtcrnaswna[ juga dilakukan dalam blda.ng produkﬂ perdagangan dan

I
il

.d‘St“b“Sl pangan, cadangan paiigan; pencegahan dan. penanggulangan fialal

pangan serta risét'dan tekriologi pangan
Dan uralan di atas terlihat ketahanan pangan berdimensi sangat luas -
dan mehbatkan banyak sektor pembangunan. Keberhasilan pemba.ngunan

ketahanax}. pangan sangat ditentukan t1dak hanya. oleh performa salal satu

: Achmad Suryana, 2001, Kebijakan Nasional Pemantapdn. Kety _  Pahgan, Makalah
pada Semlanau' Nasional Tehlologl Pangan, Semamhg 9—10 Oktuber 2001 -
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sektor saja tetapi juga oleh sektor lainnya. Dengan demikian sinergi aniar
vl ’ . B
sekfor, 1smtargl pemerintah dan masyarakat (fermasuk dunia usaha) merupakar

kunei keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
,.K fal"l'._:mari Pangan: merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah Engga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik
jumlah,: maupun mutinya, amay, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan
merupai(an hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di
bany&il'(:negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat

melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan

ketaharian' pangan teriebih dahulu. Undang-undang Nomior 7 Tahua 1996
tentang. Pjangan mengamahafkan bahwa peroerintab bersama masyarakat
mewujtidkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pa's.al 1 ayat (17) Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1996 menyatakan

bahwa Kketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan-yang cukup, baik jumlah

maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Menurut Bayu Krisnamurthi Ketahanan pangan tidak hanya mencakup
pengertlan ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan
untuk mengakses (termasuk membeli) pangan- dan. tidak terjadinya
‘k%l;ergantlmgau pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani _

Imemlhkl kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah
produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus ‘kelompok
konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan- membutuhkan
'daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki
kemampuan unituk memproduk51 pangan sekaligus juga harus
memﬂlkj pendd;iatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan
mereka senditi.

Ba A Krisnamurthi, Adgendy Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Pemantapan
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'}(.arena Indonesm merupakan ncgara dcngan jumlah penduduk yang
. 1
banyak dan tingkat pertumbuhannya ya.ng tinggi, maka upaya untuk:

mcwul_udlan ketahanan pang;m merupakan tantangan yang harus.

J
mcndapglt[_gan prioritas untuk kese_]_la,hteraan bangsa. qugngs‘law_ sqbagal- nepard
agraris cian maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang

beragam, 1;1.‘-.1]115 dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketalianan

}J::lpaya mewujudkan kctahanan pangan nasional harus bertumpt pada
| sumbcrdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan
harus dlhllndan sejauh mungkin keterg_antungpn- pada pemasukan pangan.
Dalam rarllgka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sekfor harus

berperan >ecara aktif dan berkoordmasn secara, rapi dengm Pemerintah- Pusat,

""Pemermtah Propinsi, Pemenntah Kabupateanota, Pemerintahi Ddsa dan -

masyaralcqt untuk meningkatkan strategi demi mewnjudkan ketahanan pangan
nasional. ! |

Oleh karena ketzhanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan

secara ny|ata, meaka harus secara Jelas dapat diketahui - oleh masyarakat
mgngenmJi penyedlam‘l pang_an.—Penyedlaan ~pangan i béftijuan” untuk
memen'lilhis kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang
dari waknll kewaktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebitt, perlu
dﬂalmkan: pengembangan sistem produksi, efisiensi sistermn usaha pangan,
teknologi | produk-si pangan, sarana dan - prasarana produksi pangah dan
‘ | mcmpgft;lilankau dan mengembangkan lihan produktif.
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padangan pangan nasional leUjudkan dengan cadangan pangan

mas'yarakat dan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan _pemermtah

dibatas_ij pada pangan fertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin

pemeri’ﬁ__tah: hlencad"aqgkani semua pangan yang dibututikarr masyarakat.

Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa,
'|

Pemerinta]lh Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat yang

perwuj.ud%mnya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan
kekurangéu pangan dan keadaaran darurat, schingga penyelenggaraan
pengadagﬁ dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
Cadangan‘ pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah
pangan Id‘an disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan
kondisi wilayah dan rumah tangga, Namun penyaluran tersebut dilakukan
dengan ndak merugikan' kepentingan” masyarakat konsumen dan! produsen
Peran dan tzinggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan

oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi

dan/atau perorangan.

|
Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus

dltmgkatlan——kcanckaragaman—pangagnya, sejalan  dengan——teknologi—

pengolahan, yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk

mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan

perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta

; 1
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Pencegahan masalah pangan dfmefksudkan sebagai langkah antisi’patif untuk

mcnghmddrl ferjadinya masalah parigan. Dalam hal penanggulangan masalah

pangan harus ferlebih dahulu dlketahul secara dini tentang kelebihan pangan

)

kekurangan pangan dan 'ketidahhaﬁipuan- rumali tangga dalam memenuhi

kcbutuhan

pangan. Oleh scbab ity penanggulangan masalah pangan

keglatannya antara lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan,

pening_kfa.Lm produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan

pangan. Selain dari pada itu, penyaluran pangan secara khusus diutamakan
|

bagi ketich akmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan

memberikan bantuan pangan kepada penduduk miskiri.

Ketentuan pengendalian harga khususnya terhadap pangan tertentu

yang bersifat pokok bertujuan untuk menghindari terjadinya gejolak harga

yang bcraklbat resahnya masyarakat scpcrtl keadaan darurat yang mehputl

bencana

alam, konflik sosial dan paceklik yang berkepanjangan. Dengan

demikian-pengendalian harga pangan harus mengetahui mekanisme pasar atan

adgnya‘ intervensi pasar dengan cara mengelola dan memelihara cadangan

|
pangan- pemerintah, mengatur dan mengelola pasokan pangan, mengatur

kelancaran distribusi pangan dan menetapkan kebijakan pajak dan/atau tarif.

“Pemerintah  Propinsi,

Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya

maéingf—masinga dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria

yang dite

Pemerintah

T

tapkan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi,

Kabupaten/Kota danfatau Pemerintah Desa mendorong

keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan

;n:ﬁ;\mi;ei

Han Aendidifran  marhbanfiv Falancaran mar
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yangluas mlsalnya mclaksanakm d'uksf, perdagangm da.nr dksmﬁusﬁ :

pang:m,J nenyelenggarakan cadangan pangan serta rne[akukan penoegahan
dan penanggu-langan masalah pangan Ketahanan pangari leﬂ]udkaﬁ puIa‘ |

melalui’ ]:engembangan simber dayad manusia dari kexjasama mtemaswnal

Selanju]tq.ya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan’ perumusan

) . . o
kebijakar, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang, dilakukan

deng_’_an,:ﬁe'rkoprdinasi dengan Dewan Kefahanan Pangan.

, Mctode Pene]itiﬁn
L LokaSJ Penehtlan

g

y

Penelltlan ini. dllakukan d1 Kabupaten Gummg Kldul

2. Nara, sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan -dan Perikanan Kabupateh Gunung Kidil. Responden dalam

penehtlslm ini-adalah :

a Kema Kelompok Tani fl"okoh masyaraknt Desa Candirgjo dan. -
“Panenre_]o Kecamatan’ Semanu sebanyak'2 orang

b. Masyarakat di Desa Desa Bleberan, Kecamadtan Playen

Ka upaten Gunung Kidul Sﬁba.n_yak-4 orang

n nunf“
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. Egéﬁ‘?l!lnan'ﬁepustakaan (hbrmy researcﬁ} RN
Yali:lil dengan menefusuri, mcnghlmpun meneliti dan mBl‘l‘lpBId_]_d]'l buku:
buku: ‘lltlcratur, Peraturan, Perundang-undangan dan laporan hasﬂ
pmln;htlan yang tclah ada yang berhubungan kearifan lok:al dalam

il

kctahanan pangan di Kabupaten Gunung Kidul
b. Peqe!lpan Lapangan (Field Research)
D Ob'servasﬂpengamatm
| ];derupakan teknik pengumpulan data dengan. cara peneliti

menga.daka.n pengamatan secara langsung. te:rhadap obyc!a yang
:lelltl

'éittl"-'-ﬁlcn_gadakan'”_”_ akan tanya JaWﬂb b secard ) llsankepadﬂ a2 nira suinber
%bta'fdasarkan pedoman yang telah dipersiapkan.

4. Analisis|data

I 'Data yang telah terkumpul di analisa secara yuridis kualitatif yaitu

|
; | S . N .
data dikélompbkkan kemudian dihubungkan dengan-."-ma_salah; yang . diteliti

menﬁfht’kuahtas dan, dengan membcrikan gambaran yang sebenamya.'

sehmgga dapat menjawab permasalahan yang dlajukan
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